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MOTTO

 اَلْمَالُ وَلْبَنُوْنَ زِينَةُالْحَيَوةِالدُّنْيَا، وَالْبَقِيَتُالصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِنْدَرَبِّكَثَوَابًاوَخَيْرٌ أَمَلاً.
Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi sholeh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (QS. Al-Kahfi: 46).[footnoteRef:1]
 [1:  Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya., 299 ] 

ABSTRAK
Afkarina, Iza. 2021, Status Anak Diluar Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII)Tahun 2010. Skripsi. Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pembimbing (1) Abu Yazid Adnan Quthny,M.H.I (II) Imam Syafi’i, M.H.

Kata Kunci : Status, Anak Diluar Nikah, Hukum Islam, Hukum Positif (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/Tahun 2010).

Salah satu akibat hukum dari status anak luar nikah adalah mengenai status (kedudukan) anak diluar nikah tersebut. Di dalam perundangan di Indonesia terdapat beberapa Undang-Undang yang menjelaskan tentang status anak diluar nikah tersebut, meskipun dari beberapa Undang-Undang tersebut terdapat perbedaan dalam hukum dan status anak diluar nikah. Di dalam hukum Islam, anak diluar nikah tidak sama dengan anak sah,anak kandung, anak angkat, anak zina mempunyai kedudukan tersendiri. Adanya kedudukan tersebut mempengaruhi dalam menentukan perwalian, nasab, warisan dan hadhanah.
Rumusan masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana status anak diluar nikah menurut hukum Islam? dan bagaimana status anak diluar nikah menurut hukum positif (Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/Tahun 2010)?
Tujuan dilakukan penelitian ini, agar kita bisa mengetahui bagaimana status anak diluar nikah menurut hukum Islam maupun hukum positif, dan agar kita bisa membedakan status anakdiluar nikah menurut hukum Islam dan hukum positif.
Di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara studi normatif, yaitu membandingkan status anak angkat menurut hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian Library Research (kepustakaan), penulis akan memaparkan data-data pustaka yang berbentuk buku, jurnal, laporan penelitian, makalah dan bahan pustaka lainnya yang akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, status anak diluar nikah berdasarkan hukum Islam tidak sama seperti anak kandung, dan anak sah di dalam hukum Islam status anak diluar nikah dalam segi nasab, tetap kepada ibu dan keluarga ibunya. Sedangkan menurut hukum positif putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/Tahun 2010, status atau kedudukan anak diluar nikah sama dengan Putusan MK Nomor 43/PUU-VIII/Tahun 2010. Hal ini disebabkan karna adanya status anak luar nikah hanya dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya saja, maka secara langsung dari putusan MK tersebut menetapkan bahwa kedudukan atau nasab anak luar nikah (baik sebab zina atau nikah sirri) adalah kepada ayah biologisnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
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PEDOMAN TRANSLITERASI
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Bacaan Panjang
ا	=	â	أي	=	ḭ	او	=	ȗ

Kata Sandang
ال	=	la-	الش	=	la-sy	وال	=	wa’l-


BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Pernikahan secara khusus ditetapkan oleh Allah SWT. sebagai jalan untuk halalnya berkumpul dan melakukan hubungan intim (bersetubuh). Dengan melalui pernikahan, manusia akan mempunyai keturunan yang lahir dan dibesarkan dalam pengayoman ibu dan ayah sebagai orang tua.[footnoteRef:2] Dengan mempunyai keturunan, secara otomatis akan memunculkan hubungan nasab atau status nasab dalam keluarga, antara anak dan orang tuanya.[footnoteRef:3] [2: Zakaria Ahmad al-Barry, Hukum Anak-Anak dalam Islam,(Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 9-10.]  [3: Abdullah Nashih Ulwan, Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak,(Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1990), 3.   ] 

Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad pernikahan yang sah.[footnoteRef:4] Dalam kamus istilah fikih, nasab adalah keturunan, ahli waris, atau keluarga yang berhak menerima harta warisan karena pertalian darah atau keturunan, yaitu anak (laki-laki/perempuan) dan lain sebagainya.[footnoteRef:5] Menurut Hukum Islam, hubungan anak dengan orang tuanya tidak berubah oleh putusnya pernikahan orang tua. Hal yang bisa berubah hanyalah hubungan bekas suami dan bekas istri dalam hal terjadinya perceraian.[footnoteRef:6] [4: Memed Humaedillah, Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya,cet. I, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002), 44. ]  [5: Mahmud Zunus, Kamus Arab-Indonesia,(Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/Penafsiran Al-qur’an, 1973), 449.]  [6: Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia,(Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 123.] 

Status ataupun nasab inilah yang kemudian menimbulkan hubungan hak dan kewajiban. Baik kewajiban orang tua terhadap anak, ataupun kewajiban anak terhadap orang tua ketika sudah dewasa. Hubungan hak dan kewajiban ini timbul dengan teori sebab dan akibat. Berawal dari pernikahan yang menyebabkan lahirnya seorang anak sebagai belahan jiwa,[footnoteRef:7] maka berakibat hukum untuk mempertanggungjawabkannya. [7: Yusuf Qaradhawi, Halal dan Haram dalam Islam, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1976), 229.] 

Konsepsi Hukum Islam secara umum mengenal dua status anak yang dilahirkan langsung oleh ibunya, yaitu anak yang sah dan anak zina (anak yang tidak sah).
Anak yang dilahirkan secara sah oleh orang tuanya, secara otomatis anak tersebut berhak mempunyai nasab dengan ayah dan ibunya. Nasab seorang anak tidak akan terjadi kecuali dengan nasab kelahiran sejati yang berasal dari hubungan yang halal  dan tidak diharamkan. Dalam Al-Qur’an dijelaskan pada Surat Al-Ahzab ayat 5.
اُدْعُوْهُمْ لِآبَآئِهِمْهُوَاَقْسَطُعِنْدَاللَّهِ، فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْآابَآءَهُمْفَاِخْوَانُكُمْ فىِ الدِّيْنِ وَمَوَالِكُمْ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَآاَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَّاتَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُوْرًارَّحِيْمًا.  

Artinya: “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu (hamba sahaya yang sudah dimerdekakan). Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab/33:5)[footnoteRef:8] [8: Al-Qur’an, 33 : 5 ] 


Berbeda halnya dengan anak zina (anak yang tidak sah), secara hukum tidak memiliki hubungan nasab kepada ayahnya, ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu yang melahirkan. Anak tersebut dinamakan juga dengan anak zina atau anak li’an. Dalam kitab-kitab fikih “anak zina” adalah anak hasil perbuatan zina.[footnoteRef:9] [9: Asyari Abdul Ghofar, Pandangan Islam Tentang Zina dan Pernikahan Sesudah Hamil, (Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada, 1996), 81.] 

  Mengenai status anak tidak sah, para ulama sepakat bahwa anak itu tetap mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materil maupun spirituil adalah tanggung jawab ibunya dan keluarga ibunya, demikian pula dengan hak waris-mewaris tidak ada hubungan hukum antara anak dengan ayahnya.
Status anak di hadapan hukum suatu negara diartikan sebagai kedudukan anak terhadap orang tuanya. Negara Indonesia juga mengatur perihal status anak dalam Undang-Undang Pernikahan pada Tahun 1974.
Aturan ini terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 42 yang berbunyi:
“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah.”[footnoteRef:10] [10: Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 42.] 

Masih dalam aturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 43 Ayat (1) bahwa:
“Anak yang dilahirkan diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”[footnoteRef:11] [11: Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Passal 43 Ayat (1).] 

Aturan perihal status anak yang ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak jauh berbeda dengan aturan yang ada dalah Hukum Islam. Perbedaan hanya terlihat padan ranah istilah penamaan. Pada Undang-Undang (seperti yang telah disebutkan) terdapat dua klasifikasi status anak, yaitu anak yang sah dan anak yang dilahirkan di luar pernikahan.
Pada Hukum Islam ada dua klasifikasi status anak, yaitu anak yang sah dan anak zina atau li’an. Namun pada dasarnya klasifikasi status anak antara yang ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam tidak ada perbedaan. Kedua aturan ini mengacu pada pada dua klasifikasi status anak, yaitu anak yang sah dan anak yang dilahirkan di luar nikah (anak tidak sah).
Status anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)berbunyi:
“Anak yang sah adalah:
1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat pernikahan yang sah.
2. Hasil perbuatan suami-isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.[footnoteRef:12] [12: Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99.] 

Disebutkan pula:
“Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.[footnoteRef:13] [13: Kompilasi Hukum Islam, Pasal 100.] 

Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam mengenai status atau kedudukan anak tidak ada perbedaan, dengan membagi kedudukan anak menjadi dua, yaitu: (1) Anak sah, dan (2) Anak diluar nikah (anak tidak sah). Anak sah menurut Pasal 42 UU. No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 99 KHI mempunyai arti anak yang dilahirkan akibat pernikahan yang sah, serta anak hasil pembuatan suami isteri yang sah dan dilahirkan dari rahim isteri.
Pada Pasal 43 UU. No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 mengandung pengertian bahwa :
“Kedudukan anak yang dilahirkan diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”
Konsep Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia dalam memandang status anak tidak berbeda. Status anak hanya terbagi menjadi dua, yaitu anak yang sah dan anak yang tidak sah. Anak yang sah sebagai anak yang dilahirkan akibat dari pernikahan yang sah. Sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang dilahirkan diluar akibat perkawinan yang tidak sah.
Berdasarkan latar belakang di atas, sangat penting untuk diketahui lebih lanjut bagaimana Status Anak diluar Nikah baik Menurut Hukum Islam maupun Hukum Positif (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/Tahun 2010)
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah  di paparkan di atas, agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan sistematis, penyusun merumuskan pokok masalahnya, yaitu:
1. Bagaimana status anak di luar nikah menurut hukum islam?
2. Bagaimana status anak di luar nikah menurut hukum positif tentang (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/Tahun 2010)?
Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk menganalis status anak diluar nikah dalam hukum islam.
2. Untuk menganalisis status anak diluar nikah dalam hukum positif tentang (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/Tahun 2010).
Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dalam penyusunan tesis ini adalah:
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemikiran di bidang Hukum Islam juga sebagai salah satu kontribusi pemikiran penyusun khususnya dalam bidang Hukum Keluarga (Fikih Munakahat).
2. Sebagai sumbangan pemikiran yang bersifat praktis bagi siapapun yang mempunyai permasalahan dengan keadaan yang dipaparkan terkait dengan status nasab anak diluarnikah.
Landasan Teori Atau Telaah Pustaka
Penelitian yang dikaji dalam proposal ini yaitu status nasab anak diluar nikah menurut hukum islam dan hukum positif. Untuk mendukung penelitian ini, maka perlu dilakukan kajian terlebih dahulu dengan menelusuri pustaka atau karya-karya tulis ilmiah seperti jurnal, tesis, buku dan karya-karya ilmiah lain yang berkaitan dengan pembahasan sebagai landasan yang dimaksud sebagai berikut: 
1. Kedudukan atau Status 
Istilah status hampir sama dengan istilah kedudukan, kata status berarti kedudukan, istilah status tersebut berkaitan dengan hukum. Adapun dalam bahasa indonesia, kata status berarti “keadaan, tingkatan, organisasi, dan sebaginya. Sementara kedudukan ialah “keadaan dibawah mana seseorang itu hidup menunjukkan kepada sesuatu hubungan kekeluargaan tertentu.[footnoteRef:14] [14: H.F.AVollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata,(Jakarta:Rajawali, 1984), 60] 

Status atau kedudukan merupakan sesuatu yang amat penting bagi seorang anak, karna nantinya akan menentukan hak-hak dan kedudukan anak tersebut dengan orang tuanya. Dalam wacana fiqh, ketika seorang laki-laki mengadakan hubungan seksual dengan perempuan diluar pernikahan yang sah kemudian terjadi kehamilan dari hubungan tersebut, maka langkah penyelamatan nasab anak tersebut dilakukan dengan pernikahan antara laki-laki dan perempuan tersebut. 
Status anak yang lahir di luar nikah menurut hukum islam adalah anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya. Anak diluar nikah dalam hukum islam dikenal atau disamakan dengan anak zina dan anak li’an. 
2. Pengertian Anak diluar Nikah
Secara etimologis anak luar nikah terdiri dari kata “anak” dan “luar nikah”. Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan kedua. Anak berarti manusia yang masih kecil. Selain itu, terdapat pengertian lain, bahwa anak pada hakikatnya adalah seorang yang berada pada suatu masa perkebangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.[footnoteRef:15] [15: WastySoemanto, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta), 256.] 

Dalam Al-Qur’an terdapat berbagai macam kata yang mengandung arti anak. Kendati tidak sepenuhnya berarti sama, misalnya kata walad, hafadah, dzurriyah, ibn, dan bint. Kata walad, digunakan sebagai adanya hubungan keturunan, sehingga kata walid berarti ayah kandung. Berbeda dengan kata ibn, yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan.[footnoteRef:16] Kata Ibn bisa berarti anak kandung atau anak angkat. Kata bintmerujuk kepada anak perempuan, bentuk jamaknya banat. [16: Abdul Mustaqim, Kedudukan dan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Al-Qur’an, (Masawa Jurnal Gender dan Islam,2006), 148] 

Al-Qur’an juga menggunakan kata dzurriyahuntuk menyebut anak cucu atau keturunan, dan menggunakan kata hafadah dipakai untuk menunjukkan pengertian cucu, baik cucu yang masih hubungan kerabat atau orang lain. 
Adapun nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang ptia dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, suatu pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[footnoteRef:17] [17: Pasal 1 dan 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. ] 

Status anak yang lahir di luar nikah menurut hukum islam adalah anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya. Anak diluar nikah dalam hukum islam dikenal atau disamakan dengan anak zina dan anak li’an. 
Dalam Islam melakukan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan tanpa diikat oleh akad nikah yang sah disebut zina. Islam melarang zina dengan pernyataan keras bahkan memberikan sanksi bagi mereka yang melakukannya. Larangan yang cukup bijaksana mengenai zina dimulai dengan perintah tidak boleh mendekati zina.
Berdasarkan hadist dari Ummul Mukminin ‘Aisyah r.a, Nabi Muhammad SAW bersabda:
اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ,وَلِلْعَاهِرِالْحَجَرُ.
Artinya: “Anak itu di sandarkan pada pemilik ranjang, sedangkan yang berzina hanya mendapatkan batu saja (artinya tidak mendapatkan hak apa-apa dari anak).”[footnoteRef:18] [18: HR. Bukhori, no.6749 dan muslim,  no. 1457.] 


Apabila seorang anak dilahirkan secara tidak sah(di luar perkawinan), maka ia bisa disebut anak luar kawin (anak alam) sebagai akibatnya ia tidak bisa dihubungkan dengan ayahnya, melainkan hanya kepada ibunya. Ketentuan ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.
Namun demikian, Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada ketentuan bahwa anak tersebut dapat dianggap sebagai anak sah yang telah diakui sebagai anak. Akibat dari pengakuan dan penegasan anak itu, timbul hak dan kewajiban timbal balik.

Sedangkan dalam Hukum Islam anak luar nikah adalah :
a. Tidak ada hubungan nasab anak kepada bapaknya melainkan kepada ibunya.
b. Tidak ada saling mewarisi
c. Tidak dapat menjadi wali bagi anak diluar nikah jika anak tersebut perempuan.
Menurut Hukum Perdata Islam anak luar nikah itu suci dari segala dosa orang yang menyebabkan eksistensinya didunia ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur’an Surah An-Najm ayat 38:
أَلَّاتَزِرُوَازِرَةٌوِزْرَأُخْرَى.
Artinya: “(Yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.”[footnoteRef:19] [19: Al-Qur’an,  62 : 38] 


Berikut adalah yang termasuk dalam kategori anak yang tidak sah, antara lain:
1) Anak yang lahir di luar perkawinan atau hubungan zina, yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan dengan laki-laki secara sah.
2) Anak yang lahir dalam suatu ikatan yang sah akan tetapi terjadinya kehamilan itu diluar perkawinannya, yaitu :
a) Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, tapi lahirnya 6 (enam) bulan sesudah perkawinan dan diketahui sudah hamil sebelum perkawinan.
b) Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan hamilnya kurang dari 6 (enam) sejak perkawinannya.[footnoteRef:20] [20: Zakariya Ahmad Al-Barry, Al-AhkamulAulad, alih bahasa Chadijdah Nasution, Hukum Anak-Anak dalam Islam, 14-15.] 

3. Kedudukan atau Status Nasab Anak Luar Nikah Menurut (Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/Tahun 2010)
Dalam hal ini, dasar pertimbangan yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (Legal Meaning)frasa“yang dilahirkan diluar nikah”. Karnafrasa tersebut erat kaitannya dengan sahnya anak.Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hal tidak mungkin terjadi secara alamiah bagi seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan ovum dan spermatozoa yang menyebabkan terjadinya pembuahan.  
Mahkmah Konstitusi juga berpendapat bahwa hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga di dasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. 
Dengan pertimbangan ini, tidak tepat dan tidak adil apabila hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena seksual diluar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Dan tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada, atau dengan melakukan tes DNA (DeoxiryboNucleic Acid) untuk dapat memungkinkan dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.[footnoteRef:21] [21: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010] 

Penulis akan membuat Telaah Pustaka dengan tujuan untuk mengkaji materi-materi yang terdahulu yang memiliki tema yang berkaitan dengan tema yang dipilih oleh penulis dan materi atau karya-karya tersebut adalah skripsi yang berjudul:
1. Muhammad Arif Zuhri (2013) dalam penelitiannya berjudul “Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Nikah dan Kekuatan Hukumnya.” Yang paling di kaji adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Majlis Ulama’ Indonesia (MUI) perlu ada sinergi dalam menyikapi suatu permasalahan yang erat kaitannya dengan hukum islam agar tidak menjadi peluang bagi terbukanya penafsiran pelegalan perzinahan.
2. Khafid Abadi (2013) dalam penelitiannya berjudul “Pengabsahan dan Hak-Hak Perdata Anak Luar Nikah dalam Putusan MK. No. 46/PUU-VIII/2010 Perspektif MaqashidAsy-Syari’ah.” Yang paling di kaji adalah peabsahan dan hak-hak perdata anak luar nikah dalam perspektif maqoshidasy-syari’ah untuk menjaga nasab (hifdzan-nasb). Yaitu agar pengaturan nasab dapat menjaga institusi pernikahan dan terhindarnya manusia dari perzinahan.
Metode Penelitian
Pendekatan dan Jenis Penelitian
a. Pendekatan Normatif
Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menggunakan studi pustaka (normatif) yang meninjau dan menganalisis status nasab anak diluar perkawinan berdasarkan literatur-literatur terkait.
b. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan Kajian Pustaka (Library Research), yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Kemudian menganalisi sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan materi dan difokuskan pada masalah yang dibahas.[footnoteRef:22] Penelitian kepustakaan ada beberapa macam. Ada yang berupa kepustakaan umum (buku teks, ensiklopedia, monograph, dan sejenisnya), kepustakaan khusus (jurnal, beletin penelitian, tesis, disertasi dan lainnya), maupun kepustakaan cyber(internet).[footnoteRef:23] Penelitian yang digunakan dalam menulis skripsi ini adalah penelitian pustaka, yaitu penelitian dengan objek kajian data yang berupa referensi pustaka yang kaitannya dengan yang diteliti. [22: NoengMuhajir, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi II (Cet. VIII; Yogyakarta: RakeSarasin, 1983), 43.]  [23: MestikaZed, Metode Penelitian Kepustakaan (Cet. III, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor  Indonesia, 2014 M), 5-6 ] 

Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Bahan hukum primer berupa Al-Qur’an, Hadist, UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam dan kitab-kitab yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan sumber yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari bahan hukum primer yaitu karya-karya ilmiah, buku-buku, literatur, jurnal, akses artikel internet yang berkaitan dengan masalah yang di teliti oleh penulis.
Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik hal itu berupa catatan transkip, karya-karya ilmiah, buku, artikel-artikel dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Situs web juga menjadi bahan penulisan skripsi ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.
Analisis Data
Apabila data sudah terkumpul, kemudian dilakukan penyusunan data secara deskriptif kualitatif yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang logis. Yang dimaksud dengan Metode analisis deskriptif ialah untuk pengukuran terhadap fenomena sosial tertentu, bahwa penelitian ini bertujuan untuk menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Oleh karena itu peneliti menggambarkan secara objektif dari keadaan yang sebenarnya berhubungan dengan judul yang diajukan.
Sistematika Pembahasan
Agar pembahasan ini dapat tersaji secara teratur dan tersusun secara sistematis, pembahsannya akan disajikan dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:
Bab I  Pendahuluan : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori dan atau telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi penting karena merupakan gerbang untuk memahami bab-bab selanjutnya.
Bab II Kajian Pustaka : Pengertian Status Anak diluar Nikah menurut hukum Islam, Asal Usul Anak, status nasab anak dan macam-macam anak.
Bab III Tinjauan Status Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Positif : Pengertian Status anak diluar nikah dan status nasab anak diluar nikah menurut Hukum Positif, Pembagian Jenis Anak diluar Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.
Bab IV Menganalisis terhadap status anak di luar nikah : Analisa status anak diluar nikah baik menurut Hukum Islam. Dan analisa status anak diluar nikah baik menurut Hukum Positif. 
Bab V Penutup : Kesimpulan dan saran.
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BAB II
STATUS ANAK DILUAR NIKAH

1. Pengertian Status Anak Diluar Nikah Menurut Hukum Islam
Status atau kedudukan merupakan sesuatu yang amat penting bagi seorang anak, karna nantinya akan menentukan hak-hak dan kedudukan anak tersebut dengan orang tuanya. Dalam wacana fiqh, ketika seorang laki-laki mengadakan hubungan seksual dengan perempuan diluar pernikahan yang sah kemudian terjadi kehamilan dari hubungan tersebut, maka langkah penyelamatan nasab anak tersebut dilakukan dengan pernikahan antara laki-laki dan perempuan tersebut. 
Anak yang lahir di luar nikah menurut hukum islam adalah anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya. Anak diluar nikah dalam hukum islam dikenal atau disamakan dengan anak zina dan anak li’an. Para fuqoha’ merumuskan zina; memasukkan zakar ke dalam faraj yang bukan istrinya, bukan campur secara subhat dan menimbulkan kelezatan.[footnoteRef:24] [24: FathurrahmanDjamil, Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya: Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari AZ (pd), Jakarta; Firdaus,1999), 124] 

Adapun menurut madzhab Hanafi bahwa anak luar nikah adalah anak yang lahir dari kurang dari enam bulan setelah adanya akad perkawinan. Berbeda dengan madzhab Syafi’i dan madzhab Malik yang mengharuskan adanya indikasi persetubuhan antara suami istri kemudian melahirkan anak kurang dari enam bulan, sedangkan menurut menurut madzhab Hanafi dicukupkan dengan adanya akad perkawinan karna hal tersebut adalah sebab yang nyata dari persetubuhan suami istri.
Menurut Imam Syafi’i anak yang lahir dari hubungan zina tidak dinasabkan kepada bapaknya, tetapi kepada ibunya. Berkata Imam Syafi’i:
 فَكَنَ مَعْقُلاً فِي كِتَابِ اللَّهِ اَنَّ اللَّهَ وَلَدَالزِّنَالاَيَكُوْنُ مَنْسُوْبًااِلَي اَبِيْهِ: اَلزَّانِي بِأُمِّهِ لِمَاوَصَفْنَامِنْ اَنَّ نِعْمَتَهُ اِنَّمَاتَكُوْنُ مِنْ جِهَةِطَاعَتِهِ لاَمِنْ جِهَةِ مَعْصِيَتِهِ.
Artinya :”Sesungguhnya Allah swt. menegaskan dalam Kitab-Nya bahwasanya anak yang lahir dari zina tidak dinasabkan kepada bapaknya, tetapi dinasabkan kepada ibunya. Tetap akan mendapatkan kenikmatan dari Tuhannya sesuai dengan ketaatannya, bukan ikut menanggung dosa perbuatannya.”

Sejalan dengan Imam Syafi’i, Imam Nawawi juga menjelaskan:
  فَاِنْ حُكْمُ وَلَدِالزِّنَاحُكْمُ وَلَدِالْمُلاَعْنَةِلِاَنَّهُ ثَابِتُ النَّسَبِ مِنْ اَبِيْهِ فَكَانَ حُكْمُهُ وَلَدِالْمُلاَعْنَةِ.
Artinya: “Sesungguhnya hukum anak lahir hasil zina adalah anak li’an, karena ketetapan nasabnya adalah nasab dengan ibunya bukan hukum dengan nasab bapaknya. Maka status hukumnya adalah anak yang li’an.”

Terkait dengan kedudukan anak luar nikah, perspektif fiqh dan menjelma menjadi kesepakatan dalam hukum Islam bahwa anak luar nikah tidak dianggap sebagai anak sah karena itu berakibat hukum :
1. Tidak adanya hubungan nasab kepada laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah. Secara yuridis formal, ayah tidak wajib memberikan nafkah meski secara biologis dan geneologis anak itu adalah anaknya sendiri.
2. Tidak saling mewarisi, sebagai akibat lebih lanjut dari tidak adanya hubungan nasab, antara anak zina dengan laki-laki yang mencampuri  ibunya secara tidak sah, maka mereka tidak dapat saling mewarisi satu sama lain.
3. Tidak dapat menjadi wali bagi anak diluar nikah (apabila anaknya perempuan). 
Tujuan disyariatkannya nikah adalah agar terpelihara keturunan nasab, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur’an Surah An-Nahl Ayat 72 yang berbunyi:
 وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَجِكُمْ بِنِيْنَ وَحَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ آلطَّيِّبَتِ، أَفَبِآلْبَطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ.

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.

Dalam hal ini sangat terkait dengan hukum menikahi wanita hamil, sebagaimana Madzhab Syafi’i menyatakan sah-sah saja dilangsungkan pernikahan dengan pasangan zina sang perempuan tapi makruh hukumnya untuk berhubungan intim sampai perempuan itu melahirkan.[footnoteRef:25]Madzhab Hanafi menyebutkan sah akad nikahnya, namun haram berhubungan intim sampai dengan melahirkan dan melewati masa nifas.[footnoteRef:26] Sedangkan Hambali dan Maliki serta Ulama Madinah menyatakan secara tegas haram menikahi pasangan tersebut dan menunggu sampai melahirkan. [25: Muhammad Jawad Mugniyah, Al AhwalAl-Syakhsiyyaha’la Mazahibil Al-Khamsnh,jilid.VI (Beirut: Dar al-‘Ilm, LilMalayin,t.th), 601]  [26: Abi ‘Isa Muhammad Ibn ‘Isa Ibn Suwarah, Al-Jamial-ShahihWaHuwa Sunan al-Turmudzi, “Kitab Nikah”, bab “alJa’aFia-RajuliYastanial-JariyataWahiya Hamil”, jilid III (Beirut: Dar al-Kutubal-Alamiyah,t.th), 473] 

Pengertian nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad pernikahan yang sah. Dari pengertian tersebut maka nasab dapat dihubungkan dengan darah dan perkawinan yang sah.
Semua anak yang dilahirkan di dunia ini, baik itu sebagai anak kandung, anak angkat, anak zina mempunyai kedudukan tersendiri. Adanya kedudukan tersebut mempengaruhi dalam menentukan perwalian, nasab, warisan dan hadhanah. 
Penjelasan status anak dalam agama Islam juga ditegaskan dalam Al-Qur’an Surah Al-Isra’ Ayat 70:
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِى ءَادَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِى آلْبَرِّوَالْبَحْرِوَرَزَقْنَهُمْ مِّنَ آلطَّيِّبَتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَاتَفْضِلاً.

Artinya: “Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka didarat dan dilautan, akmi beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur’an meletakkan kedudukan anak sebagai makhluk yang mulia, diberi rezeki yang baik-baik dan memiliki nilai plus yang di peroleh melalui kehendak sang pencipta Allah SWT.
Pengertian Anak diluar Nikah Menurut Hukum Islam
Anak sebagai keturunan dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum Islam, agama Islam memelihara keturunan agar jangan didustakan dan jangan dipalsukan. Islam juga menetapkan bahwa keturunan itu menjadi hak anak, anak akan dapat menangkis penghinaan atau musibah terlantar yang mungkin menimpa dirinya.[footnoteRef:27] Namun tidak semua anak memiliki hak penuh sebagai anak, anak-anak yang tidak beruntung ini oleh hukum dikenal dengan sebutan anakk luar nikah. Sebagai anak luar nikah atau anak tidak sah tentu kedudukan hukumnya berbeda, yaitu yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan mereka yang tentu saja amat tidak menguntungkan. [27: Zakariya Ahmad Al Barry, Hukum Anak-Anak Dalam Islam. Penerjemah Chadijah Nasution (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 13 ] 

Anak luar nikah merupakan istilah yang dibentuk dari satu kata dan dua frasa yaitu kata anak dan frasa luar nikah. Anak menurut segi bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita.[footnoteRef:28] Dari segi lain kata “anak” dipakai secara umum baik untuk manusia maupun untuk binatang bahkan untuk tumbuhan. [28: Fuad Mod. Fachruddin, Masalah Anak Dalam Hukum Islam: Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991), 35 ] 

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Sedangkan anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian anak diluar nikah adalah hubungan seorang pria dengan wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dianutnya.
Dalam kamus Bahasa Arab anak disebut juga dengan وَلَدُ,satu kata yang mengandung penghormatan sebagai makhluk Allah yang sedang menempuh perkembangan kearah abdi Allah. Pendapat Ibnu Abbas salah seorang ahli tafsir dikalangan sahabat Nabi Muhammad SAW dalam penafsiran kata waladpada ayat 176 Surat An-Nisa’ yang mempunyai pengertian mencakup baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Pandangan ini sangat berbeda dengan ijma’ para fuqoha dan ulama yang dianut selama ini, bahwa yang dimaksud dengan walad dalam ayat tersebuthanya anak laki-laki saja, tidak termasuk anak perempuan. Namun demikian, pengertian walad dalam nash bisa berarti laki-laki juga bisa perempuan.[footnoteRef:29] [29: Abdul WahabKhallaf, Ilmu Ushulal-Fiqh (Kairo : Maktabahal-Dakwahal-IslamiyahShababal-Azhar, 1990), 95. ] 

Kata al-walad dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga al-waliddanal-walidahdiartikan sebagai ayah dan ibu kandung. Berbeda dengan kata ibn yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan, dan kata ab tidak berarti mesti ayah kandung. Menurut Prof.Dr. Hamka anak ialah aliran dari air dan darah sendiri.[footnoteRef:30] [30: Hamka, Tafsir al-Azhar, juz.XXI-XXII(Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1988), 195. ] 

Secara etimologis anak luar nikah terdiri dari kata “anak” dan “luar nikah”. Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan kedua. Anak berarti manusia yang masih kecil. Selain itu, terdapat pengertian lain, bahwa anak pada hakikatnya adalah seorang yang berada pada suatu masa perkebangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.[footnoteRef:31] [31: WastySoemanto, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta), 256.] 

Al-Qur’an juga menggunakan kata dzurriyahuntuk menyebut anak cucu atau keturunan, dan menggunakan kata hafadah dipakai untuk menunjukkan pengertian cucu, baik cucu yang masih hubungan kerabat atau orang lain. 
Menurut ajaran Islam, anak adalah amanah Allah SWT dan tidak bisa dianggap harta benda yang bisa diperlakukan sekehendak hati oleh orang tuanya. Sebagai amanah anak harus dijaga sebaik mungkin oleh orang tua yang mengasuhnya. Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apapun. Dalam Islam melakukan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan tanpa diikat oleh akad nikah yang sah disebut zina. Islam melarang zina dengan pernyataan keras bahkan memberikan sanksi bagi mereka yang melakukannya. Larangan yang cukup bijaksana mengenai zina dimulai dengan perintah tidak boleh mendekati zina.
Berdasarkan hadist dari Ummul Mukminin ‘Aisyah r.a, Nabi Muhammad SAW bersabda:
اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ,وَلِلْعَاهِرِالْحَجَرُ.
Artinya: “Anak itu di sandarkan pada pemilik ranjang, sedangkan yang berzina hanya mendapatkan batu saja (artinya tidak mendapatkan hak apa-apa dari anak).”[footnoteRef:32] [32: HR. Bukhori, no.6749 dan muslim,  no. 1457.] 


Apabila seorang anak dilahirkan secara tidak sah (di luar perkawinan), maka ia bisa disebut anak luar kawin (anak alam) sebagai akibatnya ia tidak bisa dihubungkan dengan ayahnya, melainkan hanya kepada ibunya. Ketentuan ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.
Arti nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, suatu pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[footnoteRef:33] [33: Pasal 1 dan 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. ] 

Adapun luar nikah merupakan makna negasi kata nikah atau pernikahan. Sedangkan pernikahan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan didefinisikan sebagi ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka luar nikah disimpulkan sebagi bukan dalam ikatan pernikahan atau berada diluar pernikahan yang sah baik secar agama dan kepercayaan maupun perundang-undangan yang berlaku.
Namun demikian, Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada ketentuan bahwa anak tersebut dapat dianggap sebagai anak sah yang telah diakui sebagai anak. Akibat dari pengakuan dan penegasan anak itu, timbul hak dan kewajiban timbal balik.
Menurut Hukum Perdata Islam anak luar nikah itu suci dari segala dosa orang yang menyebabkan eksistensinya didunia ini. sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur’an Surah An-Najm ayat 38:
اَلَّاتَزِرُوَازِرَةٌوِّزْرَأُخْرَى.
Artinya: “(Yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.”[footnoteRef:34] [34: Al-Qur’an,  62 : 38] 


Berikut adalah yang termasuk dalam kategori anak yang tidak sah, antara lain:
1. Anak yang lahir di luar perkawinan atau hubungan zina, yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan dengan laki-laki secara sah.
2. Anak yang lahir dalam suatu ikatan yang sah akan tetapi terjadinya kehamilan itu diluar perkawinannya, yaitu :
a) Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, tapi lahirnya 6 (enam) bulan sesudah perkawinan dan diketahui sudah hamil sebelum perkawinan.
b) Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan hamilnya kurang dari 6 (enam) sejak perkawinannya.[footnoteRef:35] [35: Zakariya Ahmad Al-Barry, Al-AhkamulAulad, alih bahasa Chadijdah Nasution, Hukum Anak-Anak dalam Islam, 14-15.] 

Penyebab nasab, ulama bersepakat menyatakan bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi disebabkan kehamilan yang terjadi karna hubungan seksual yang dilakukannya dengan seorang laki-laki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah maupun melalui perzinahan.
Dalam hukum Islam, nasab anak terhadap ayah bisa terjadi karna tiga hal, yaitu:
1. Melalui pernikahan yang sah
Ulama fikih sepakat dalam menyatakan bahwa anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu perkawinan yang sah, anak itu dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Hal ini sejalan dengan hadist sebagai berikut yang artinya: “Anak itu bagi siapa yang menggauli ibunya (dalam nikah yang sah)”. 
2. Melalui melalui perkawinan yang fasid
Perkawinan fasid adalah perkawinan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat, baik keseluruhan atau sebagian. Seperti tidak ada wali (bagi madzhab Hambali wali tidak menjadi syarat sahnya perkawinan) dan tidak adanya saksi atau saksinya itu adalah saksi palsu.
3. Nasab anak dari hubungan senggama syubhat
Dalam konteks hubungan senggama syubhat, maka yang dimaksud dengan senggama syubhat (wath’ial-syubhat) adalah hubungan yang terjadi bukan dalam perkawinan yang sah atau fasid dan bukan pula dari perbuatan zina. Senggama syubhat bisa terjadi akibat kesalahpahaman atau kesalahan informasi. 
Pada dasarnya nasab anak di luar nikah dihubungkan dengan ibunya ketika suami dari ibunya menolak anak tersebut, sesuai dengan hadis Nabi:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِالْحَجَرُ (رواه الجماعة إلاابادود)
Artinya : Dari Abu Hurairah dia berkata : Telah bersabda Rasulullah SAW : Anak itu adalah haknya pemilik ranjang dan pezinanya adalah penyesalan. (H.R Jamaah Kecuali Abu Dawud)

Maka berdasarkan hadist tersebut menurut jumhur ulama, anak itu tidak dinasabkan pada ayah biologisnya meski ayahnya mengatakan itu adalah anaknya.
Asal-Usul Anak
Para Fuqoha sependapat bahwa anak-anak itu tidak dipertalikan nasabnya kepada ayahnya, kecuali yang terjadi pada zaman Jahiliyah, seperti yang diriwayatkan Umar bin Khattabr.a meskipun dikalangan sahabat masih diperselisihkan.[footnoteRef:36] [36: Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid,(Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 427] 

Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan inilah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain.
Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biaisa disebut dengan anak zina atau anak diluar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Dengan demikian membicarakan asal-usul anak sebenarnya membicarakan anak yang sah.
Penetapan nasab berdasarkan perkawinan yang sah, di atur dalam beberapa ketentuan yaitu : Pertama, Undang-Undang No 1 tahun 1974 Pasal 42 yang berbunyi:
Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.[footnoteRef:37] [37: Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Citra Umbara, 2013), 2] 

Kedua, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99 yang berbunyi :
Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan di lahirkan oleh isteri tersebut.[footnoteRef:38] [38: Pasal 99 KHI, (http//id.islam.com/wiki/Kompilasi_Hukum_Islam di akses 17 April 2018).] 


Setelah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berjalan sekitar 17 tahun, akhirnya muncul aturan baru dalam sistem peraturan di Indonesia, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). Mengenai status anak, Kompilasi Hukum Islam merupakan perkembangan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Aturannya terkait status anak sama, namun pada Pasal 99 Ayat (2) KHI muncul aturan baru bahwa anak yang sah juga merupakan hasil dari perkembangan teknologi berupa bayi tabung. Hal ini masuk dalam catatan sejarah bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, bahkan dalam masalah keluarga yang mempunyai kesulitan dalam memiliki keturunan.
Macam-macam Anak
1. Anak Sah
Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.[footnoteRef:39] Pengertian tersebut memberikan penafsiran bahwa anak sah adalah anak yang dibenihkan dan lahir di dalam perkawinan yang sah. Begitu juga apabila anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah namun pembuahan dilakukan diluar perkawinan atau anak tersebut dibenihkan dalam perkawinan yang sah namun dilahirkan di luar perkawinan.[footnoteRef:40] [39: Pasal 42 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974]  [40: Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2013), 181] 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan atau dibenihkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya.[footnoteRef:41] Dengan demikian, seorang anak yang dibenihkan dalam perkawinan dan dilahirkan setelah perkawinan adalah sah. Begitu juga jika anak tersebut dibenihkan diluar perkawinan tapi lahir dalam perkawinan maka anak tersebut sah juga.[footnoteRef:42] [41: R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta : Pradnya Paramita, 2013), 69 ]  [42: Ali Afandi, Hukum waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)(Jakarta : Bina Aksara, 1986), 145  ] 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah serta hasil pembuahan suami-istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. 
Anak Zina
Perzinahan dalam pandangan hukum barat adalah hubungan suami istri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dimana salah satu atau keduamya sedang terikat perkawinan dengan orang lain. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan KUH Perdata yang menganut asas Monogami sebaimana tertera pada Pasal 27 yaitu pada waktu yang sama, seorang laki-laki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu perempuan saja dan perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.[footnoteRef:43] [43: Ibid., 21 ] 

Sementara dalam pandangan Hukum Islam, yang dapat disebut anak zina adalah setiap anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak sah, baik salah satu atau keduanya terikat pernikahan dengan orang lain ataupun tidak. Berbeda dengan konsep yang dianut oleh hukum barat bahwa anak zina tidak memiliki hubungan perdata dengan orang tuanya, namun dalam Hukum Islam disebutkan bahwa anak zina otomatis mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Hal senada juga dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.[footnoteRef:44] [44: Pasal 100 Kompulasi Hukum Islam ] 

Anak Sumbang
Anak sumbang yaitu anak yang lahir dari hasil hubungan antara laki-laki dan perempuan dimana keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan baik karena terikat hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan.[footnoteRef:45] [45: Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan., 41 ] 

Anak Luar Kawin Lainnya
Witanto membagi anak luar kawin lainnya ini menjadi tiga, yaitu anak luar kawin yang dapat di akui, anak mula’amah dan anak syubhat.
a. Anak Luar Kawin yang dapat di akui 
Yang dimaksud dengan anak luar kawin yang dapat diakui ini adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah selain anak zina dan anak sumbang sebgaimana disebutkan dalam KUH Perdata. Namun dalam konsep Islam, anak tersebut adalah sama dengan anak zina, dalam KUH Perdata disebutkan bahwa anak luar kawin tersebut dapat diakui oleh orang tua biologisnya sehingga ada kemungkinan dia memiliki hubungan keperdataan dengan mereka. Sebaliknya, anak luar kawin tersebut tidak bisa memiliki hubungan perdata baik dengan ayah atau ibunya tanpa adanya pengakuan dari mereka.[footnoteRef:46] [46: Ibid., 45 ] 

b. Anak Mula’anah
Li’an diambil dari kata la’anayang berarti kutukan. Li’anadalah sumpah yang menuduh istrinya berzina dan atau suami tidak mengakui anak yang dikandung atau yang telah dilahirkan oleh istrinya, sementara sang istri mengingkari tuduhan tersebut.
c. Syubhat pada Hukum 
Syubhatsejenis ini adalah syubhatkarena adanya keanekaragaman pendapat terhadap suatu permasalahan. Akibat banyaknya pendapat tersebut sehingga seseorang bingung untuk menentukan pendapat nama yang akan dijadikan pedoman.[footnoteRef:47] [47: Nurul Irfan, Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam ( Jakarta : Amzah, 2015)., 83-85 ] 

Anak Angkat
Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarg orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.[footnoteRef:48] [48: Pasal 1 PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ] 

Tindakan pengangkatan anak tersebut tidak menimbulkan terputusnya hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya. Tujuan pengangkatan anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak yang dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan ketentuan adat setempat.[footnoteRef:49] [49: Ibid., 49 ] 

Anak Tiri
Anak tiri adalah anak yang dibawa masuk kedalam sebuah perkawinan baru orang tua dimana anak tersebut merupakan hasil dari perkawinan sebelumnya. Seorang anak tiri memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah terhadap orang tua kandung dan mewaris juga hanya didapatkan dari orang tua kandungnya. Oleh karena itu, jika orang tua tiri ingin memberikan sebagian harta kepada anak tirinya, maka hal tersebut dapat dilakukan dengan hibah atau wasiat wajibahyang jumlahnya tidak melebihi
Anak secara Phsychologis
Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa oarang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.
Menurut  John  Locke anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan. Augustinus yang dipandang sebagai peletak dasar permulaan psikologi anak, mengatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap  realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan yang bersifat memaksa.

BAB III
STATUS ANAK DILUAR NIKAH MENURUT HUKUM POSITIF
(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/Tahun 2010)

1. Pengertian Anak di Luar Nikah
Pengertian anak luar nikah atau luar kawin menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah anak yang dilahirkan dari akibat pergaulan/hubungan seks anatar pria dan wanita yang tidak dalam perkawinan yang sah antara mereka dan dari perbuatan ini dilarang oleh pemerintah maupun agama. Sedangkan dalam penjelasan umum Buku Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 186 disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mewarisi dari ibunya dan keluarga ibunya saja, hubungan waris dengan ayah biologisnya terputus.
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak yang mempunyai ibu dan bapak yang tidak terikat perkawinan dinamakan anak tidak sah atau anak diluar nikah yang disebut juga anak-anak alami. Namun secara tegas menurut hukum positif berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap anak yang lahir diluar nikah terdapat hubungan biologis dengan ibunya dan keluarga ibunya tapi tidak ada hubungan biologis dengan bapaknya.[footnoteRef:50] [50: MartimanProdjohamijojo, Hukum Perkawinan Indonesia, cet.II (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007), 53. ] 

Berbeda dengan hukum Islam, hukum perdata cenderung lebih membatasi definisi anak luar nikah yang diistilahkan anak luar kawin dalam Burgerlijk Wetboek (Hukum Barat) hanya dibatasi pada hasil hubungan seksual bai pelaku yang keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi.[footnoteRef:51] Sedangkan Islam mendefinisikan zina adalah untuk semua perbuatan hubungan kelamin baik dilakukan saat status anak yang dihasilkan tetap anak zina. [51: J. Satrio, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang (Bandung: PT: Citra Aditya Bakti, 2005), 108. ] 

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, bisa disebut dengan anak zina atau anak diluar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.
Adapun luar nikah merupakan makna negasi kata nikah atau pernikahan. Sedangkan pernikahan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan didefinisikan sebagi ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka luar nikah disimpulkan sebagai bukan dalam ikatan pernikahan atau berada diluar pernikahan yang sah baik secar agama dan kepercayaan maupun perundang-undangan yang berlaku.
Namun demikian, Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada ketentuan bahwa anak tersebut dapat dianggap sebagai anak sah yang telah diakui sebagai anak. Akibat dari pengakuan dan penegasan anak itu, timbul hak dan kewajiban timbal balik.
Adapun luar nikah merupakan makna negasi kata nikah atau pernikahan. Sedangkan pernikahan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan didefinisikan sebagi ikatan lahir batin anatar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka luar nikah disimpulkan sebagi bukan dalam ikatan pernikahan atau berada diluar pernikahan yang sah baik secar agama dan kepercayaan maupun perundang-undangan yang berlaku.
Anak Luar Nikah Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atur bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhannan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh laki-laki dan perempuan yang akan menjadi suami istri.
Menurut hukum perkawinan Indonesia, status anak dibedakan menjadi dua: Pertama, anak sah, kedua, anak luar nikah. Anak sah sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Pasal 42 yang berbunyi:
“Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”[footnoteRef:52] [52: Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Citra Umbara, 2013), 2] 


Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99 yang menyatakan :
“Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, dan hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan di lahirkan oleh isteri tersebut.”[footnoteRef:53] [53: Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam,. ] 


Sedangkan yang yang dimaksud dengan anak luar nikah adalah anak yang dibuahi dan dilahirkan diluar pernikahan yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan antara lain:
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1), menyatakan anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100, menyebutkan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, tidak diakuinya hak-hak keperdataan anak yang ditimbulkan oleh pertalian hubungan perkawinan ini, ia tidak berhak atas hak perwalian, hak kewarisan, dan hak keperdataan lainnya dari ayah biologisnya.
Dalam Pasal 42 Bab IX Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Yang termasuk dalam kategori pasal ini adalah :
a. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu pernikahan yang sah.
b. Anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan perkawinan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi tersebut.
c. Anak yang dilahirkan oleh wanita dalam ikatan perkawinan yang waktunya kurang dari kebiasaan masa kehamilan tetapi tidak diingkari kelahirannya oleh suami.[footnoteRef:54] [54: TaufiqurrohmanSyahuri, Legislasi Hukun Perkawinan Di Indonesia, (Pro-Kontra Pembentukannya hingga Putusan Mahkamah Konstitusi),Prenada Media, Jakarta, 2013, 167.] 

Pada akhirnya bila dicermati dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang hukum perkawinan, menyatakan bahwa status nasab anak diluar nikah mempunyai hubungan keperdataan hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan ini biasa disebut dengan kekuasaan orang tua yakni timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Implementasinya adalah bahwa anak diluar nikah hanya memiliki hubungan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban dengan ibu dan keluarga ibunya. Secara implisit dapat ditegaskan bahwa hampir tidak ada perbedaan antara hukum Islam dengan hukum Perkawinan nasional dalam menetapkan nasab anak diluar nikah, walaupun tidak dinyatakan secara tegas hubungannya dengan bapak biologis dalam pasal tertentu. 
Dalam hal ini anak yang lahir dari hubungan luar kawin yaitu laki-laki dan perempuannya tidak terikat perkawinan. Pemahaman definisi anak luar kawin harus jelas karna anak luar kawin dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang. Harus dibedakan pengaturannya dalam pasal 272 jo 283 KUH Perdata yang mengatur tentang anak zina dan anak sumbang. Anak zina dan anak sumbang pada dasarnya merupakan anak luar kawin dalam arti bukan anak sah, namun jika dibandingkan dengan Pasal 280 dengan Pasal 283 KUH Perdata anak luar kawin menurut Pasal 280 dengan anak zina dan anak sumbang yang dimaksud dalam Pasal 283 adalah berbeda.
Anak luar kawin adalah anak yang lahir dari hubungan tanpa ikatan perkawinan yang berarti keduanya tidak terikat perkawinan. Anak sumbang adalah anak yang lahir dari hubungan sedarah, sedangkan anak zina adalah anak yang lahir dari hubungan salah satu atau keduanya memiliki ikatan perkawinan lain.
Dengan demikian anak luar kawin dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi. Anak luar kawin yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayah biologisnya Pasal 280 KUHPerdata.
Anak zina berbeda dengan anak sumbang dalam akibat hukumnya. Anak sumbang Undang-Undang dalam keadaan tertentu memberikan perkecualian, mereka dengan dispensasi diberikan kesempatan untuk saling menikahi sesuai Pasal 30 ayat (2) KUHPerdata diakui dan disahkannya anak sumbang menjadi anak sah berdasarkan Pasal 273 KUHPerdata. Namun perkecualian seperti ini tidak diberikan untuk anak zina.

Kedudukan atau Status Nasab Anak Luar Nikah
Pengertian nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad pernikahan yang sah. Dari pengertian tersebut maka nasab dapat dihubungkan dengan darah dan perkawinan yang sah.
Dijelaskan tentang kedudukan anak dari perkawinan seorang laki-laki dan perempuan yang dihamilinya sebelum pernikahan. Hal ini tercantum pada Pasal 53 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi : “Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saaat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan setelah anak yang dikandungnya lahir.”
Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum faktanya lebih rendah dibanding dengan anak sah. Bagian waris yang diterima oleh anak luar kawin lebih keci dibandingkan dengan anak sah. Untuk dapat menjadi seorang ahli warisnya, KUHPer telah menetapkan berdasarkan Pasal 832 KUHPer harus memiliki hubungan darah baik sah atau luar kawin. 
Dalam Pasal 832 KUHPer disebutkan dengan jelas kedudukan masing-masing ahli waris harus didasari hubungan darah baik sah maupun luar kawin. Kedudukan anak pewaris sebagai ahli waris dikenal sebagai anak luar kawin yang diakui secara sah maupun tidak. KUHPer memberikan penjelasan tentang pengertian anak sah dalam Pasal 250 KUHPer bahwa anak sah adalah anak yang dialhirkan atau dibuahkan dari suatu perkawinan yang sah, maka anak luar kawin adalah setiap anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah.
Anak Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Berdasarkan KUHPerdata, anak luar kawin yang mendapat warisan adalah anak luar kawin yang telah diakui dan disahkan. Namun sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut maka anak luar nikah diakui sebagai anak yang sah dan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya. Kedudukan anak luar nikah terhadap warisan ayah biologisnya juga semakin kuat. 
Mahkmah Konstitusi juga berpendapat bahwa hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga di dasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. 
Pasca putusan Mahkamah Konstitusi(MK) ini, anak luar kawin merasa berhak atas warisan ayahnya. Tentu kedepannya akan timbul banyak gugatan ke Pengadilan Agama (Islam) dan Pengadilan Negeri (Non-Islam) dari anak luar kawin. Dalam diskusi tersebut, menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak menyangkal ketentuan-ketentuan hukum agama sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan umum angka 3, sehingga bagi yang beragama Islam, implementasinya tidak boleh ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syar’i. Apabila Pasal 43 UU Perkawinan dihubungkan dengan Pasal 42 UU tersebut, maka dapat ditarik pengertian bahwa anak luar kawin bukan merupakan anak yang sah. Di samping itu, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Konsep ini sejalan dengan konsep Hukum Islam dan Hukum adat pada umumnya. Agama Islam menganut prinsip bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci) sehingga tidak ada alasan untuk membeda-bedakan setiap anak yang lahir, termasuk anak luar kawin sekalipun.
Putusan MK tersebut, UU No. 8/2011 Tentang Perubahan Asas UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) huruf a yang mengaskan bahwa salah satu kewnangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Indang Dasar. Sekalipun Pasal 1917 BW (BurgerlijkWetboek) atau Hukum Barat jo Pasal 21 AB menegaskan bahwa putusan pengadilan hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan dan tidak mengikat hukum lain yang akan memutuskan perkara yang serupa, namun ketentuan ini tidak dapat diberlakukan bagi putusan Mahkamah Konstitusi sebab substansi Putusan MK tersebut bersifat umum yakni berupa pengujian suatu UU terhadap UUD, karena itu putusan MK tentang anak luar kawin/nikah pada dasarnya mengikat semua warga negara.[footnoteRef:55] [55: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ] 

Namun karena Negara juga menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD1945, maka Putusan MK dimaksud harus dibaca spiritnya sebagai “Payung Hukum Untuk Perlindungan Terhadap Anak Dan Tidak Menyangkal Lembaga Perkawinan Yang Sah”sebgaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 jo. PP 9/1975 jo INPRES No. 1/1991tentang Kompilasi Hukum Islam. Karena itu perlindungan terhadap anak diluar perkawinan harus dilaksanakan secara proporsional yakni dikembalikan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adat istiadat setempat dengan tidak menafikkan hukum agama yang bersangkutan. 
Putusan MK tersebut hendaknya tidak dibaca sebagai pembenaran terhadap hubungan diluar nikah dan tidak bertentangan dengan Pasal 1 dan Pasal 2  UU No. 1 Tahun 1974. Adapun yang berkaitan dengan kewarisan misalnya, maka hak keperdataannya tidak bisa diwujudkan dalam bentuk konsep waris Islam tapi dalam bentuk lain, misalnya dengan konsep hukum wasiat wajibah. Demikian pula yang berkaitan dengan nafkah/biaya penghidupan anak, tidak diwujudkan dalam nafkah anak sebagaimana konsep hukum Islam, melainkan dengan bentuk kewajiban lain berupa penghukuman terhadap ayah biologisnya untuk membayar sejumlah uang/harta guna keperluan biaya hidup anak yang bersangkutan sampai dewasa. Sebab ketentuan tentang nafkah anak dan waris itu berkaitan dengan nasab, padahal anak luar nikah tidak bisa dinasabkan pada ayah biologisnya. Inilah yang memicu timbulnya protes terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/Tahun 2010 sebab putusan tersebut mengesankan adanya pertalian nasab antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya. Andaikan dalam Putusan tersebut ada penegasan bahwa nasab anak dikembalikan pada hukum agamanya, niscaya tidak menimbulkan kontroversi.[footnoteRef:56] [56: Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010] 

Dalam hal ini, dasar pertimbangan yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (Legal Meaning)frasa“yang dilahirkan diluar nikah”. Karnafrasa tersebut erat kaitannya dengan sahnya anak.Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hal tidak mungkin terjadi secara alamiah bagi seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan ovum dan spermatozoa yang menyebabkan terjadinya pembuahan.
Dengan pertimbangan ini, tidak tepat dan tidak adil apabila hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena seksual diluar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Dan tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada, atau dengan melakukan tes DNA (DeoxiryboNucleic Acid) untuk dapat memungkinkan dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.[footnoteRef:57] [57: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010] 

Mahkamah Konstitusi (MK) pada Februari 2012 membuat putusan terkait dengan kedudukan hukum anak luar kawin, yaitu Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini mengabulkan tuntutan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar yang mengajukan judicalreviewterhadap Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU RI/1/1974) khususnya Pasal 34 ayat (1).
Adapun kronologis kasus hingga diajukan judicialreview sebagai berikut: Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar binti H. Mochtar Ibrahim, pada tanggal 20 Desember 1993, dinikahi oleh Moerdiono (Menteri Sekretaris Negara) di Jakarta dengan wali nikah almarhum H. Mochtar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf Usman dan Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, uang 2.000 Riyal (mata uang Arab), satu paket perhiasan emas dan berlian dibayar tunai. Moerdiono merupakan seorang laki-laki yang sudah beristri, menikah lagi dengan istri kedua, MachicaMokhtar, dengan akad nikah secara agama Islam tetapi tidak di hadapan PPN/KUA Kecamatan yang berwenang sehingga tidak dicatat dalam buku akta nikah dan tidak memiliki kutipan akta nikah. 
Dari perkawinan tersebut lahir seorang anak laki-laki bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono. Menurut UU RI/1/1974 Pasal 2 ayat (2) bahwa; “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pasal 43 ayat (1) menetapkan; “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Berdasarkan ketentuan tersebut, Machica Mochtar maupun Muhammad Iqbal Ramadhan merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak diakui menurut hukum sebagai isteri, dan anaknya, Muhammad Iqbal Ramadhan, tidak mempunyai hubunganperdata dengan ayahnya, Moerdiono, dan keluarga ayahnya. Machica Mochtar yang berkedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia mengajukan permohonan pengujian ( judicialreview) ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU RI/1/1974 yang pada intinya adalah:
1. Menurut para Pemohon ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU RI/1/1974 menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi para Pemohon, khususnya yang berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anak yang dihasilkan dari hasil perkawinan Pemohon 1;
2. Hak konstitusional para Pemohon telah dicederai oleh norma hukum dalam UU RI/1/1974. Norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikankarena perkawinan Pemohon 1 adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah dalam agama Islam.
Pengujian terhadap UU RI/1/1974 dilakukan untuk mengetahui akan keabsahan dari suatu perkawinan. Sebab perkawinan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang tidak sedarah, dilakukan menurut agama atau kepercayaan masing-masing secara sah. Ada ketidaksesuaian antara Pasal 2 UU RI/1/1974 dengan Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945. Jika merujuk pada norma konstitusional yang termuat dalam Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945, maka perkawinan Pemohon 1 yang dilangsungkan sesuai rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 UU RI/1/1974. Perkawinannya menjadi tidak sah menurut norma hukum perkawinan. Pemberlakuan norma hukum ini juga berdampak terhadap status hukum anak (Pemohon II) yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I, menjadi anak di luar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 34 ayat (1) UU RI/1/1974. Pemohon I memandang ini sebagai perlakuan diskriminatif yang menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di muka hukum menjadi tidak jelas dan tidak sah. Ketentuan ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
Sebagian permohononan tersebut dikabulkan oleh MK dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, bahwa Pasal 43 ayat (1) UU RI/1/1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan UUD NRI 1945, dan tidak mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Ayat tersebut harus dibaca: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Maksudnya, anak luar kawin akan menjadi anak yang sah jika dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai anak dari ayahnya. Pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi biasanya dengan melakukan tes golongan darah atau DNA ( DeoksiriboNuklead Acid). Tes DNA berguna untuk mengetahui apakah ada kesamaan golongan darah anak dengan ayah dan keluarga ayahnya atau tidak. 
Tes DNA berlaku sacara umum, baik untuk anak luar kawin yang dilahirkan dari pernikahan tidak dicatatkan, anak luar kawin dari hasil perzinahan, anak yang tidak diakui oleh ayahnya ( li’an), anak yang tertukar, ataupun anak yang tidak diketahui asal-usul orang tuanya. 
Putusan MK dengan terobosan hukumnya tersebut membuka titik terang antara hubungan anak luar nikah dengan bapaknya. Hubungan darah antara anak dan ayah dalam arti biologis bisa dikukuhkan berdasarkan proses hukum. Membuka kemungkinan hukum untuk subyek hukum ayah yang harus bertanggung jawab terhadap anak luar nikah. Terdapat pengakuan terhadap anak luar kawin oleh ayah biologisnya dilakukan dengan cara pengakuan oleh sang ayah biologis dan pengesahan oleh sang ayah biologis terhadap anak luar nikah tersebut.
Putusan MK juga menguatkan kedudukan ibu atas anak luar nikah dalam memintakan pengakuan tehadap ayah biologis dari anak luar nikah. Adanya pengakuan akan melahirkan hubungan hukum ayah dan anak sesuai dengan Pasal 280 KUHPer yaitu ”Dengan pengakuan terhadap anak luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya”. 
Pembagian Jenis Anak Luar Nikah Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif
Dalam hukum Islam anak yang dapat dianggap sebagai diluar nikah adalah:
1. Anak zina, adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin tanpa pernikahan, karena perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.
2. Anak mula’anah, adalah anak yang dilahirkan oleh seorang istri yang mana keberadaan anak itu dibantah oleh suami sebagai anaknya dan menuduh istrinya telah berbuat zina dengan pria lain dengan cara melakukan sumpah li’an terhadap istrinya.
3. Anak syubhat, adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang digauli dengan cara syubhat. Yang dimaksud dengan syubhat dalam hal ini menurut JawadMughniyah yaitu seorang laki-laki menggauli seorang wanita yang haram atasnya karena tidak tahu dengan keharamannya. 

Sedangkan dalam praktik hukum perdata pengertian anak luar kawin ada dua macam, yaitu:
a. Apabila orang tua salah satu atau keduanya masih terkait perkawinan dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina, bukan anak luar kawin.
b. Apabila orang tua anak luar kawin tersebut masih sama-sama bujang, mereka mengadakan hubungan seksual dan hamil serta melahirkan anak, maka anak itu disebut anak luar kawin. Beda keduanya adalah luar kawin dapat diakui oleh orang tua biologisnya apabila mereka menikah dalam akta perkawinan dapat dicantumkan pengakuan (erkenneri) di pinggir akta perkawinannya.
Menurut H. Herusuko banyak faktor yang menyebabkan terjadinya anak luar nikah di antaranya adalah:
1) Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tetapi wanita tersebut tidak memiliki ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain.
2) Anak yang lahir dari seorang wanita, kelahiran tersebut dapat diketahui dan dikehendaki oleh salah satu ibu atau bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terikat perkawinan yang lain.
3) Anak yang lahir dari seorang wanita akibat pemerkosaan.
4) Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddahperceraian tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya.
5) Anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku ketentuan negara melarang mengadakan perkawinan. Misalnya WNI dan WNA tidak mendapat izin dari kedutaan besar untuk mengadakan perkawinan, karna salah satunya dari mereka tetap bercampur dan melahirkan. Maka  anak tersebut merupakan anak luar kawin.
6) Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama.
7) Anak yang lahir dari perkawinan secara adat, tidak dilangsungkan secara adat, tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya serta tidak di daftarkan di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama[footnoteRef:58]. [58: Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, 18 ] 

Kategorisasi dan Status Anak Diluar Nikah dalam Hukum Positif
Adapun kategoresasi anak di luar nikah yang di maksud dalam Hukum Positif (UU No. 1Tahun 1974 Tentang Perkawin dan KHI No. 1 Tahun 1991) adalah:[footnoteRef:59] [59: Fikri, Perlindungan, “Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materil Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 43 UU RI. No.1 Tahun 1974”, 73 ] 

1. Anak yang dilahirkan dari pernikahan dibawah tangan
Pernikahan dibawah tangan sering pula di istilahkan dengan pernikahan sirri. Istilah pernikahan dibawah tangan muncul setelah Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975. Perkawinan dibawah tangan pada dasarnya kebalikan dari perkawinan yang dilakukan menurut hukum, dan perkawinan menurut  hukum adalah perkawinan yang diatur dalam Undnag-Undang perkawinan. Sehingga dapat dirumuskan bahwa perkawinan yang dilakukan tidak menurut hukum, sehingga tidak mempunyai akibat hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum.[footnoteRef:60] [60: MasjfukZuhdi, Nikah Sirri “Nikah di Bawah Tangan dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif” Mimbar Hukum, No. 28 (1996), 10-11. ] 

Dalam konteks hukum perkawinan yang dianggap sah adalah perkawinan yang memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaanya masing-masing. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mengenai pencatatan perkawinan juga diatur dalam PP No. 9/1975 Pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwa: “Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam hal ini disebut KUA. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) menerangkan: “PencatatanPerkawinanbagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut aama dan kepercayaannya selain agama Islam, maka dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
Perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan syari’at Islam tanpa pencatatan oleh PPN belumlah dianggap sebagai perkawinan yang sah. Itulah sebabnya perkawinan yang tidak tercatat setelah berlakunya Undnag-Undang Perkawinan Tahun 1974 dikenal dengan istilah perkawinan dibawah tangan.
Anak Hasil Zina
Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya, jika anak yang lahir diluar nikah tidak dapat disebut sebagai anak yang sah, biasa disebut dengan anak hasil zina atau anak luar nikah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.
Terdapat dalam KHI yaitu Pasal 53 bahwa (1) Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. (2) perkawinan dengan wanita hamil yang di sebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya. (3) dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.[footnoteRef:61] [61: Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama diIndonesia, 155] 

Anak Li’an
Li’an secara bahasa berarti laknat. Secara terminologi, li’an adalah putusnya perkawinan karna suami menuduh istrinya berzina dan si istri menolak tuduhan itu. Keduanya menguatkan pendirian mereka dengan sumpah. Sedangkan anak li’an adalah anak yang dilahirkan oleh istri yang di li’an atau dituduh oleh suaminya berzina. Anak li’an diatur dalam Pasal 44 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa: (1) seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak dilahirkan akibat perzinahan tersebut. (2) Pengadilan memberikan keputusan sah/tidaknya anak atas  permintaan pihak yang berkepentingan.[footnoteRef:62] [62: Ibid., 154] 

Dipertegas lagi dalam Pasal 101 KHI bahwa: “Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li’an”.[footnoteRef:63] [63: Ibid. ] 

Pasal 162 KHI bahwa: ”Bilamana li’an terjadi  maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedangkan suaminya terbebas dari kewajiban nafkah.
Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam Imam Madzhab dan Hukum Positif terhadap status anak diluar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi dan pendapat imam Hanafi selaras dan sejalan, bahwa nasab anak tidak hanya dapat diketahui melalui adanya perkawinan yang sah sebagaimana yang dipahami dalam hukum positif, akan tetapi juga dapat didasarkan pada sebab kelahiran anak tersebut dengan adanya pembuktian hubungan darah antara anak dengan bapaknya. Hal ini semata-mata untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang dilahirkan, bahwa setiap anak yang lahir didunia ini berhak atas nama, identitas dan status kewarganeraan. 

BAB IV
ANALISIS TERHADAP STATUS ANAK DI LUAR NIKAH

1. Analisa Terhadap Status Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam
Secara istilah anak yang sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Sahnya seorang anak akan menetukan hubungan nasab dengan seorang laki-laki yang menjadi ayahnya. Nasab hanya dapat terjadi dan di peroleh dengan tiga cara, yaitu melalui pernikahan yang sah, melalui pernikahan yang fasid, dan melalui hubungan badan secara syubhat.
Dalam hukum Islam seorang anak yang lahir dari hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan diluar pernikahan yang sah memilki status yang sama dengan seorang anak yang lahir dari hubungan pernikahan yang sah. Sebab anak tersebut lahir sesuai fitrahnya yang mempunyai kedudukan yang sama dengan anak-anak yang lainnya sebagai hamba Allah swt. dan hanya dapat mempertanggungjawabkan amal baik, maupun amal buruk pribadinya sendiri disisi-Nya, bukan orang yang termasuk mempertanggungjawabkan perbuatan dosa ibu dan dosa bapaknya.  
Hukum Islam juga menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus. Dengan demikian, apabila bayi lahir kurang dari enam bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan kekerabatannya dengan bapaknya kendatipun lahir dalam perkawinan yang sah. Ia hanya memilki hubungan nasab dengan ibunya saja, disinilahperbedaanya antara pandangan fikih dengan Undang-Undang perkawinan di Indonesia.
Menurut kaidah hukum Islam, salah satu tujuan penerapan hukum adalah untuk maslahat, bahkan dalam madzhab Maliki dikenal maslahah mursalah sebagai salah satu metode pengembangan hukum (istinbathal-ahkam). Hukum Islam sangat memperhatikan harmonisasi kehidupan manusia, tetapi sebaliknya yaitu untuk mengantarkan manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun demikian, menetapkan hukum dengan pertimbangan maslahat tidak berarti dapat menghalalkan yang jelas-jelas dilarang dan mengharamkan yang dibolehkan. Pertimbangan maslahat juga tidak boleh menghalalkan kemungkinan kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh hukum tersebut. 
Menurut imam Malik dan Syafi’i anak yang lahir setelah enam bulan dari pernikahan ibu dan ayahnya, anak itu dinasabkan kepada ayahnya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkankapada ibunya. Berbeda dengan pendapat imam Abu Hanifah bahwa anak di luar nikah tetap dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah. 



Seorang anak bisa dinasabkan ke ayah biologisnya di syariatkan tiga hal sebagai berikut:
1. Suami tersebut seorang yang memungkinkan dapat memberikan keturunan, sehingga menurut kesepakatan ulama fikih adalah seorang laki-laki yang baligh. 
2. Menurut ulama Madzhab Hanafi, anak itu lahir enam bulan setelah pernikahan. Jumhur ulama menambahkannya dengan syarat suami istri telah melakukan hubungan intim atau senggama. Jika kelahiran anak itu kurang dari enam bulan maka anak yang lahir itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita itu. Hal ini menunjukkan bahwa kehamilan terjadi sebelum akad nikah, kecuali apabila suami tersebut mengakuinya. Pengakuan tersebut harus diartikan sebagai pernyataan bahwa wanita itu hamil sebelum akad nikah. Bisa juga kehamilan itu terjadi dalam perkawinan yang akadnya fasid atau karna terjadinya hubungan senggamasyubhat.
3. Suami istri bertemu minimal satu kali setelah akad nikah. Hal ini disepakati ulama fikih. Namun mereka pendapat dalam mengartikan kemungkinan bertemu tersebut, apakah pertemuan itu bersifat aktual atau menurut perkiraan. Ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa pertemuan berdasarkan kekiraan logika bisa terjadi. Oleh sebab itu, apabila wanita tersebut hamil selama enam bulan sejak ia diperkirakan bertemu dengan suaminya, maka anak yang telah lahir dari kandungannya itu di nasabkan kepada suaminya.
1. Analisa Terhadap Status Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Positif (Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010)
Dilihat dari kenyataan produk hukum yang ada, seperti yang dikeluarkan oleh MK tepatnya Nomor 46/PUU-VIII/2010 dinyatakan bahwa anak zina tetap mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Putusan MK ini sekaligus menyatakan tidak berlaku Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.
Dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada tanggal 17 Februari 2012, bahwa Pasal 43 ayat (1) UU RI/1/1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan UUD NRI 1945, dan tidak mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Ayat tersebut harus dibaca: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Nasab Anak Luar Kawin Pengajuan judicial review yang diajukan oleh Machica Mochtar dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang hak akan luar kawin kedudukan hukum (legal standing)nya adalah Machica Mochtar dan Mohammad Iqbal Ramadhan (sebagai anak dari Machica Mochtar). Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga membawa dampak yang luas terhadap nasab anak luar kawin yang tidak hanya berlaku bagi Pemohon I dan II, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia dengan kasus yang sama untuk mendapatkan hak keperdataan yang sama pula.
Dari bunyi putusan seperti yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa selama anak dapat dibuktikan keterikatan pertalian darah dengan seorang laki-laki, maka anak tersebut merupakan tanggungan laki-laki tersebut. Begitu juga terhadap anak luar nikah, baik yang disebabkan dari nikah sirri maupun sebab zina, tetap memiliki keterikatan nasab, atau paling tidak adanya hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Dengan demikian, putusan tersebut tetap menetapkan kedudukan anak luar nikah (baik sebab zina atau nikah sirri) terhadap ayah biologisnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya hubungan keperdataan anak dengan ayah sebagaimana keputusan MK di atas, maka hak-hak keperdataan anak, baik dalam masalah warisan maupun nafkah tetap dimiliki anak terhadap ayahnya.
Dalam kasus ini peneliti lebih berpihak terhadap hukum positif dengan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, karna putusan adanya MK ini seorang anak berhak memiliki kelangsungan hidup dimasa depannya dengan orang tua aslinya termasuk kepada ayahnya, serta berhak memiliki keadilan baik secara keperdataan maupun kehidupan sosialnya sebagai anak. Namun secara hukum islam peneliti tetap sependapat, apabila anak yang dilahirkan adalah perempuan maka untuk hak perwalian anak tersebut tidak bisa dengan ayahnya melainkan hanya kepada wali hakim. 
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan bentuk pembaruan hukum keluarga di Indonesia, pembaruan hukum keluarga bisa dilakukan dengan berbagai putusan pengadilan. Pada kasus yang diajukan oleh Machica Mochtar pada tanggal 17 Februari 2012 yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan berbagai pertimbangan, termasuk pertimbangan moral, hukum dan kemaslahatan. Maka  lahirlah sebuah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2012.

BAB V
PENUTUP

1. Kesimpulan
Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka penulis mengambil beberapa kesimpulan, diantaranya:
1. Anak Zina atau Anak Luar Nikah
Anak zina juga disebut anak luar nikah. Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak sah, baik salah satu atau keduanya terikat pernikahan dengan orang lain ataupun tidak. Dan anak zina atau luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. 
2. Status Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam
Status anak yang lahir di luar nikah menurut hukum islam adalah anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya. Anak diluar nikah dalam hukum islam juga dikenal atau disamakan dengan anak zina dan anak li’an. Dalam perspektif Hukum Islam masalah nasab anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Status Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Positif (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/Tahun 2010)
Anak luar nikah atau luar kawin menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah anak yang dilahirkan dari akibat pergaulan/hubungan seks antara pria dan wanita yang tidak dalam perkawinan yang sah antara mereka dan dari perbuatan ini dilarang oleh pemerintah maupun agama. Pada putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/Tahun 2010 dinyatakan bahwa anak zina tetap mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Jadi MK tidak memandang anak itu disebabkan karna zina maupun dari pernikahan sirri, anak itu tetap memilkikeperdataan dengan ayah biologisnya yang dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat bukti lain.
Saran
Dari hasil kesimpulan di atas, maka dikemukakan saran-saran penulis sebagai berikut:
1. Hendaknya kita sebagai umat yang beragama Islam jika berhubungan dengan lawan jenis perlu berhati-hati agar tidak timbul kesalahpahaman terhadap nasib anak kedepannya, kita harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.
2. Hendaknya bagi orang yang menikah perlu dilakukan secara resmi sampai di Pencatatan Sipil (capil) jika beragama non-Muslim dan di KUA untuk orang yang beragama Islam, agar status atau kedudukan anak menjadi jelas.
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